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PUTUSAN
Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.MORTB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Pale.
Kecamatan Tobelo Selatan. Kabupaten Halmahera Utara,

sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di Kelurahan Rua, Kecamatan Kota Ternate
Selatan, Kota Ternate, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 05
September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.MORTB,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 1992 telah dilangsungkan perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orangtua
Penggugat di Desa Bintau, Kecamatan Pasi, Bolaang Mongondow, Provinsi
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Sulawesi Utara, menurut hukum dan sesuai tuntunan ajaran Agama Islam.
Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pasi, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi

Sulawesi Utara sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 00/00 tertanggal 22 April

1992;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung pindah ke
rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Rua, Kecamatan Kota Ternate
Selatan, Kota Ternate selama 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah milik
bersama di Kelurahan Rua, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate,
selama 14 tahun setelah itu pisah pada bulan Agustus tahun 2007;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan tergugat telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan hingga saat ini
telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama;

1. Anak, perempuan, berumur 26 tahun;

2. Anak, laki-laki, berumur 18 tahun;

3. Anak, perempuan, berumur 15 tahun, ketiga anak tersebut dalam
pengasuhan Tergugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
harmonis, namun sejak bulan Mei 2006 mulai timbul ketidak harmonisan
dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat karena telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

a. Tergugat memiliki sifat yang tidak baik, tidak mau dinasihati, maunya
menang sendiri dan suka berbicara kasar kepada Penggugat;

b. Tergugat suka meminum-minuman keras;

c. Jika Tergugat dalam keadaan mabuk dan Penggugat menasihati
Tergugat, tetapi tergugat kembali memarahi Penggugat dan melakukan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

5. Bahwa puncaknya terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 27
Agustus 2007, disebabkan karena Penggugat menasihati Tergugat dan
membuat Tergugat marah, sehingga mengusir Penggugat keluar dari rumah

tempat tinggal bersama;
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6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat
tinggal, Penggugat tinggal di Desa Pale, Kecamatan Tobelo selatan (rumah
milik sendiri) sedangkan Tergugat tinggal di Desa Rua, Kecamatan Ternate
Selatan, Kota Ternate (rumah milik bersama) dan tidak lagi melaksanakan
kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa sudah tidak ada harapann lagi untuk dirukundamaikan Penggugat
dan Tergugat oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi
untuk mempertahankan rumah tangganya dan Penggugat berketetapan hati
untuk menceraikan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Hakim yang memeriksa perkara
ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.
SUBSIDER:
Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali
membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang

Halaman 3 / 12 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan
pada posita angka 3.3 bahwa umur anak ketiga Penggugat dan Tergugat
adalah 15 (lima belas) tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:
A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 00 dikeluarkan oleh Pemerintah
Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, tanggal 06 April
2018, bermeterai cukup dan dinazegelen juga telah dicocokan dengan
aslinya, oleh Hakim diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 00 dikeluarkan oleh Kapala
Kantor Urusan Agama Bilalang tanggal 22 April 1992, bermeterai cukup
dan dinazegelen juga telah dicocokan dengan aslinya, oleh Hakim diberi
kode P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi pertama, Saksi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pale RT.00/RW.00,

Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa saksi tidak hadir apada saat pernikahan Penggugat dan
Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
Kelurahan Rua Ternate;

- Bahwa Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
bernama Anak, perempuan, umur 26 tahun, Anak, laki-laki, umur 18
tahun dan Anak saat ini masih SMA,;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini
sudah mengalami ketidakharmonisan;
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- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak
harmonis lagi karena Tergugat suka mabuk-mabukan juga sering
memukul Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk dan memukul
Penggugat sebanyak 2 (dua) kali saat masih bertetangga di Desa Rua
Ternate, saat itu Tergugat pulang ke rumah dan sudah dalam keadaan
mabuk dan membuat keributan akhirnya terjadi pertengkaran dan
tergugat memukul Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah lama pisah tempat tinggal,
Penggugat tinggal di Desa Pale dan Tergugat tinggal di Rua Ternate;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak
2007 atau kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi
dengan wanita lain;

- Bahwa selama Penggugat tinggal di Desa Pale, Tergugat tidak
pernah datang menjemput Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat;

Saksi kedua, Saksi, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pale RT.00 RW.00
Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, dibawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga dekat
rumabh;

- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat
menikah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
Kelurahan Rua Ternate;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak
bernama Anak, perempuan umur 26 tahun, Anak, laki-laki umur 18
tahun, Anak, perempuan, umur 15 tahun;
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- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini
sudah mengalami ketidak harmonisan;

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
harmonis karena Tergugat suka mabuk-mabukan juga sering memukul
Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat saat di
ternate, Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan
membuat keributan akhirnya terjadi pertengkaran dan Tergugat
memukul Penggugat;

- Bahwa saksi telah berulangkali melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ,
Penggugat tinggal di Desa Pale dan Tergugat tinggal di Desa Rua
Ternate;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 2007
kurang lebih 13 tahun;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah
menengok Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan orang Jailolo;

- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak
akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan
secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai
dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir
sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak
hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat
harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., maka gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap
Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering mabuk dan apabila Penggugat
menasihati Tergugat marah dan memukul Penggugat, Penggugat dan Tergugat
telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2007 dan saat ini Tergugat
telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara
normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat,
bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat, keduanya merupakan akta
autentik serta telah memenuhi syarat alat bukti di persidangan sehingga
memenuhi syarat formil alat bukiti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili
di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, oleh karena itu sesuai pasal 73
ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
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kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama
Morotai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada
pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah.
Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam
pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam
ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil
Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah
pada tanggal 22 April 1992;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan pada Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perlu mendengar keterangan saksi-
saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak
berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah
memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di
bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan
keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat
dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri yaitu:

1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

2 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

3 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk dan
apabila Penggugat menasihati Tergugat marah dan memukul Penggugat;

4 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun
2007 hingga sekarang;

5 Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menjemput
Penggugat;

6 Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 / 12 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti
Penggugat maka Hakim menemukan fakta rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sebagai berikut:

1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk dan
apabila Penggugat menasihati Tergugat marah dan memukul Penggugat;

2 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun
2007 atau selama 12 (dua) belas tahun;

3 Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menjemput
Penggugat;

4 Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta
tetap bagi Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di
dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan
tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama
sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan
Tergugat sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami
maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi
pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat
atau sakit. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah
tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang
tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi
disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk
mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah
nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak

berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi,
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maka telah cukup bagi Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka
secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti
memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu
bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri
terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada
jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a), dan
(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (b)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga
Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang
tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah
tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh
karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat
terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah,
sebaliknya justeru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat,
Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti
berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, “Suami istri yang
tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali,
maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan
cerai’;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fighus Sunnah Juz I
halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang
berbunyi sebagai berikut;
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Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk
diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam
perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di
atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan
rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan
suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan
talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain
sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Morotai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa
iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya
boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50
Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara’

yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
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1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober
2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 Hijriyah oleh Riana
Ekawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang menangani perkara ini,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Hakim dan didampingi oleh lhwan Ahsan, BA. sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Riana Ekawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

lhwan Ahsan, BA.

Perincian biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran ' Rp. 30.000,-
1. Biaya Proses ' Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan ' Rp. 530.000,-
3. PNBP Panggilan Pertama : Rp. 20.000,-
4. Redaksi ' Rp. 10.000,-
5. Meterai ' Rp. 6.000,-

Jumlah ' Rp. 646.000,-

(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)
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